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ABSTRACT 

Food poisoning in restaurants is still a serious problem in the culinary industry, where 

the responsibility of chefs in maintaining food hygiene and safety plays an important 

role. This study aims to analyze the criminal liability of chefs towards consumers who 

experience food poisoning, using case studies of incidents in fast food restaurants in 

the last five years. The research method used is a qualitative approach with case 

studies and legal document analysis as well as in-depth interviews with several 

related parties, including chefs, restaurant management, and health services. The 

results of the study indicate that chefs' negligence in maintaining food hygiene 

standards can cause significant health risks to consumers, and in developed countries, 

the criminal liability of chefs is strictly regulated. In Indonesia, regulations on the 

criminal liability of chefs in cases of food poisoning are not yet clear, so this 

responsibility is often divided between chefs and restaurant management. The role of 

health services in conducting inspections and education is also very important in 

ensuring that hygiene standards are met. More specific regulations and strict 

sanctions are needed to improve compliance with hygiene standards in restaurants. 

This study concludes that the criminal liability of chefs in cases of food poisoning 

needs to be regulated in more detail in Indonesia. With clear regulations and 

consistent supervision from the health department, it is hoped that food poisoning 

incidents can be minimized, so that consumer safety can be more assured. 
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Abstrak  

Keracunan makanan yang terjadi di restoran masih menjadi permasalahan serius 

dalam industri kuliner, di mana tanggung jawab koki dalam menjaga kebersihan dan 

keamanan makanan memiliki peran penting. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pertanggungjawaban pidana koki terhadap konsumen yang mengalami 

keracunan makanan, menggunakan studi kasus pada insiden di restoran cepat saji 

dalam lima tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan studi kasus dan analisis dokumen hukum serta wawancara 

mendalam dengan beberapa pihak terkait, termasuk koki, manajemen restoran, dan 

dinas kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian koki dalam menjaga 
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standar kebersihan makanan dapat menyebabkan risiko kesehatan yang signifikan 

bagi konsumen, dan di negara-negara maju, tanggung jawab pidana koki diatur 

dengan ketat. Di Indonesia, regulasi tentang tanggung jawab pidana koki dalam kasus 

keracunan makanan belum jelas, sehingga sering kali tanggung jawab ini terbagi 

antara koki dan manajemen restoran. Peran dinas kesehatan dalam melakukan 

inspeksi dan edukasi juga sangat penting dalam memastikan standar kebersihan 

terpenuhi. Diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan sanksi yang tegas untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap standar kebersihan di restoran. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa tanggung jawab pidana koki dalam kasus keracunan makanan 

perlu diatur secara lebih rinci di Indonesia. Dengan regulasi yang jelas dan 

pengawasan yang konsisten dari dinas kesehatan, diharapkan insiden keracunan 

makanan dapat diminimalkan, sehingga keamanan konsumen dapat lebih terjamin.  

 

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, koki, keracunan makanan, kebersihan makanan, 

regulasi 

 

I. Latar Belakang 

Negara Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan bahasa yang beraneka 

ragam dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut menjadi sebuah kekayaan yang 

dimiliki oleh negara Indonesia yang sungguh tidak ternilai harganya.1 

Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dijamin kualitas serta 

keamanannya. Dalam industri makanan, tanggung jawab atas keamanan 

makanan tidak hanya pada pemilik usaha, tetapi juga pada koki sebagai pihak 

yang berperan langsung dalam proses penyajian makanan. Kasus keracunan 

makanan yang terjadi di restoran cepat saji X pada tahun 2021 menimbulkan 

polemik terkait tanggung jawab pidana koki setelah beberapa konsumen 

mengalami keracunan akibat makanan yang diduga terkontaminasi. Kejadian ini 

membuka perdebatan mengenai seberapa jauh koki dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejadian tersebut. 

Kasus ini juga menggarisbawahi gap dalam regulasi yang secara spesifik 

belum mencakup tanggung jawab koki atas kejadian semacam itu. Keracunan 

makanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kontaminasi bakteri 

seperti Salmonella atau E. coli yang sering kali terjadi akibat penanganan makanan 

yang kurang higienis. 

Dalam kasus restoran cepat saji X, dugaan sementara menunjukkan bahwa 

faktor higienis menjadi penyebab utama, di mana koki diduga lalai dalam 

memeriksa kualitas bahan atau menerapkan prosedur sanitasi yang benar. Situasi 

ini menunjukkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai 
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pertanggungjawaban koki, terutama ketika kelalaian berujung pada kerugian 

kesehatan konsumen.  

 

Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan telah menetapkan standar kebersihan dalam penyediaan 

makanan. Namun, hingga saat ini, regulasi tersebut belum secara rinci mengatur 

pertanggungjawaban pidana seorang koki dalam kasus keracunan makanan 

seperti yang terjadi pada restoran cepat saji X2. 

Gap ini menjadi dasar bagi penelitian ini, yaitu untuk menggali bagaimana 

tanggung jawab koki dalam aspek pidana seharusnya diatur agar insiden serupa 

dapat diantisipasi dan konsumen terlindungi secara hukum. Kasus restoran cepat 

saji X menunjukkan tantangan dalam pembuktian hukum, terutama untuk 

menentukan apakah keracunan benar-benar disebabkan oleh kelalaian koki atau 

faktor lain seperti kualitas bahan baku yang tidak terjaga sebelum sampai ke 

dapur3. 

Hal ini menciptakan kendala dalam proses hukum karena tidak semua 

keracunan makanan dapat dengan mudah ditelusuri ke sumbernya, membuat 

posisi koki rentan untuk dihadapkan pada tuduhan pidana. Secara etis, koki 

memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memastikan makanan yang 

disajikan aman bagi konsumen. Dalam hukum pidana, koki yang terbukti lalai 

dalam mematuhi prosedur kebersihan dapat dikenakan sanksi. Namun, prinsip 

pertanggungjawaban pidana ini memerlukan pemahaman yang lebih dalam, 

terutama dalam menentukan batasan-batasan kelalaian yang tidak disengaja. Saya 

berpandangan bahwa regulasi hukum perlu lebih jelas dalam menjelaskan 

pertanggungjawaban koki atas insiden keracunan makanan, khususnya untuk 

mencegah kejadian serupa di masa mendatang4. 

Dalam perspektif pidana, konsep “mens rea” atau niat jahat serta “actus reus” 

atau tindakan salah menjadi relevan dalam kasus ini. Jika kelalaian koki di 

restoran X murni karena ketidaksengajaan tanpa adanya niat untuk 

membahayakan konsumen, maka aspek ini menjadi tantangan bagi penegakan 

hukum. Berdasarkan literatur, hanya kelalaian yang signifikan yang bisa 

dikategorikan sebagai tindak pidana, dan bukti niat menjadi unsur penting dalam 

pertimbangan hukuman.  

Dalam konteks ini, kasus di restoran X bisa menjadi studi penting untuk 

menilai apakah kelalaian koki bisa dianggap sebagai tindak pidana. Pengawasan 

dari dinas kesehatan dan pihak terkait sangat penting dalam mencegah kasus 

serupa terjadi. Jika pengawasan lemah, restoran atau usaha kuliner dapat menjadi 
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lalai, sehingga kasus keracunan makanan seperti di restoran X mungkin terus 

berulang5. 

Dalam hal ini, regulasi yang ketat akan menjadi alat penting untuk memastikan 

standar kebersihan dan keamanan makanan terpenuhi. Dampak yang dirasakan 

oleh konsumen dalam kasus restoran X menunjukkan bahwa keracunan makanan 

dapat menyebabkan trauma psikologis dan fisik, khususnya bagi konsumen yang 

mengalami dampak kesehatan serius. Beberapa konsumen bahkan membutuhkan 

perawatan medis, menunjukkan pentingnya perlindungan yang lebih tegas dalam 

hal keamanan. 

Oleh karena itu, saya menilai bahwa perlu ada regulasi yang secara tegas 

mengatur pertanggungjawaban pidana koki dalam kasus-kasus seperti ini. Tidak 

hanya koki, perusahaan tempat koki bekerja juga memiliki tanggung jawab. 

Dalam kasus restoran cepat saji X, terdapat kemungkinan bahwa manajemen juga 

turut bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran dalam prosedur 

penanganan makanan, seperti penyediaan fasilitas kebersihan yang tidak 

memadai.  

Dengan demikian, tanggung jawab pidana koki sering kali terkait erat dengan 

tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan prosedur dan fasilitas yang 

mendukung kebersihan dan keamanan makanan. Saya melihat pentingnya 

adanya sinergi antara koki, perusahaan, dan pemerintah dalam mencegah 

keracunan makanan.  

Kasus di restoran X ini menyoroti perlunya kerja sama antara manajemen 

restoran dan koki dalam memastikan seluruh prosedur kebersihan dipatuhi. SOP 

yang ketat harus diterapkan agar risiko keracunan makanan dapat diminimalkan. 

Pada kasus restoran cepat saji X, kelalaian koki yang dianggap sebagai faktor 

penyebab utama menimbulkan pertanyaan penting: apakah kelalaian ini cukup 

untuk menjerat koki secara pidana? Kasus ini mengilustrasikan bahwa masih ada 

ketidakjelasan dalam regulasi hukum yang mengatur sejauh mana tanggung 

jawab pidana seorang koki bisa diberlakukan6.  

Dengan adanya studi kasus ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep pertanggungjawaban pidana 

koki dalam industri kuliner. Berbagai literatur menunjukkan bahwa regulasi yang 

lebih ketat tentang keamanan makanan perlu diadopsi untuk menghindari insiden 

serupa. Di beberapa negara, standar keamanan makanan yang ketat telah 

diterapkan, bahkan melibatkan pelatihan khusus bagi koki untuk meningkatkan 

kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kesehatan konsumen. Namun, 

di Indonesia, penerapan pelatihan dan pengawasan ini masih terbatas, sehingga 
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kasus keracunan makanan seperti di restoran X bisa saja terjadi di berbagai tempat 

yang tidak menerapkan standar kebersihan yang baik.7  

Berdasarkan hal ini, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana koki 

dapat menjadi dasar untuk mendorong reformasi dalam regulasi keamanan 

makanan. Selain dari aspek hukum pidana, aspek sosiokultural turut 

mempengaruhi praktik kebersihan dan pengolahan makanan di berbagai restoran 

di Indonesia.  

Dalam masyarakat yang memprioritaskan harga dan kecepatan pelayanan, 

banyak restoran yang terkadang mengabaikan kualitas dan kebersihan dalam 

operasionalnya. Kasus restoran X menjadi contoh nyata bagaimana tekanan untuk 

menyediakan makanan cepat saji sering kali dapat mengorbankan standar 

kebersihan, yang akhirnya berpotensi menyebabkan keracunan makanan pada 

konsumen. 

Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam mengatasi masalah 

ini, termasuk edukasi bagi seluruh pekerja restoran tentang pentingnya praktik 

kebersihan. Lebih lanjut, peran dinas kesehatan sebagai pengawas menjadi sangat 

penting. Dalam kasus restoran cepat saji X, ditemukan bahwa pengawasan 

kesehatan yang dilakukan oleh pihak berwenang kurang efektif dalam mencegah 

insiden keracunan. 

Idealnya, inspeksi berkala yang ketat dapat membantu mengurangi risiko 

insiden semacam ini. Namun, tanpa adanya sanksi yang kuat terhadap 

pelanggaran kebersihan, pemilik usaha mungkin cenderung mengabaikan aspek 

ini8. Maka, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai 

pengawasan yang lebih efektif dari sisi hukum dan dinas terkait. Perspektif 

konsumen juga penting dalam mengatasi masalah keracunan makanan.  

Konsumen semakin sadar akan hak-hak mereka terhadap makanan yang aman 

dan sehat, serta berani melaporkan kejadian keracunan yang dialami. Kasus di 

restoran X menggambarkan bahwa konsumen saat ini tidak hanya menuntut rasa 

yang enak, tetapi juga keamanan dari setiap produk yang dikonsumsi. Kesadaran 

ini dapat mempengaruhi perkembangan hukum yang lebih adil dan berpihak 

pada konsumen9.  

Oleh karena itu, penelitian ini juga berupaya melihat bagaimana suara 

konsumen dapat mempengaruhi pembaruan hukum dalam hal 

pertanggungjawaban koki. Sebagai penutup, kasus restoran cepat saji X dan 

penelitian ini secara keseluruhan menggambarkan perlunya peraturan yang lebih 

jelas dan ketat untuk mengatur pertanggungjawaban pidana koki dalam kasus 
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8 Rahmawati, L., & Sutanto, B. (2021). “Peran Edukasi Kebersihan dalam Meningkatkan Keamanan Makanan di Restoran.” Jurnal Ilmu 
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9 Yunita, L. (2022). “Peran Dinas Kesehatan dalam Pengawasan Kebersihan Restoran di Indonesia.” Jurnal Administrasi Publik, 13(1), 67-82 



keracunan makanan. Penting bagi pemerintah, pengusaha kuliner, dan koki untuk 

bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen.  

Dengan demikian, diharapkan adanya standar yang lebih baik dalam industri 

makanan di Indonesia agar insiden serupa dapat diminimalkan dan kepercayaan 

konsumen terhadap produk makanan tetap terjaga. Sebagai kesimpulan, latar 

belakang ini menunjukkan bahwa koki memiliki tanggung jawab pidana yang 

dapat berdampak serius dalam kasus keracunan makanan. Perlunya regulasi yang 

lebih jelas dalam mengatur tanggung jawab pidana koki dalam kasus-kasus 

seperti di restoran cepat saji X menjadi hal yang mendesak. 

 

 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar brelakang diatas peneliti merumusakan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut : poin rumusan masalah:  

1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana koki dalam kasus keracunan 

makanan di restoran cepat saji X?  

2) Apa faktor penyebab kelalaian koki dalam menjaga keamanan dan 

kebersihan makanan?  

3) Bagaimana peran dinas kesehatan dan regulasi hukum di Indonesia dalam 

mencegah kasus keracunan makanan terkait tanggung jawab koki? 

 

III. Tinjauan Pustaka 

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Keracunan Makanan 

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan makanan menjadi 

dasar dalam menilai konsekuensi hukum terhadap koki yang lalai. Dalam 

hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip yang 

mengatur kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas 

tindakan atau kelalaiannya. Kelalaian yang berdampak buruk bagi 

kesehatan konsumen menjadi bentuk kesalahan yang dapat menyebabkan 

pertanggungjawaban pidana bagi koki.  

Konsep ini sering dikaitkan dengan prinsip actus reus, yaitu tindakan 

atau kelalaian yang menyebabkan kerugian, dan mens rea, yang merujuk 

pada niat atau sikap mental dari pelaku. Di Indonesia, regulasi mengenai 

pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan makanan masih 

bersifat umum dan belum mencakup tanggung jawab spesifik seorang koki. 

Meskipun Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 mengatur 

tentang pentingnya menjaga kebersihan makanan, undang-undang ini 

tidak menjelaskan sanksi pidana khusus bagi koki yang lalai . Celah 

regulasi ini membuat tanggung jawab pidana koki sering kali tidak 



terdefinisikan secara rinci, sehingga penerapannya dapat berbeda-beda 

tergantung pada interpretasi pihak berwenang10. 

Di negara maju seperti Jepang, pertanggungjawaban pidana koki sudah 

diatur secara ketat. Koki di Jepang yang menyebabkan keracunan makanan 

akibat kelalaian dalam menjaga kebersihan dapat dikenai sanksi pidana. 

Hukum Jepang menganggap bahwa seorang koki memiliki tanggung jawab 

penuh atas keamanan makanan yang disajikan. Hal ini memberikan 

tekanan bagi koki untuk selalu mematuhi standar kebersihan dan 

menjalankan due diligence dalam setiap tahap persiapan makanan.11 

Kontrasnya dengan situasi di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi 

yang jelas dapat berperan dalam meningkatkan keamanan pangan. Analisis 

pribadi saya menunjukkan bahwa di Indonesia, standar yang digunakan 

sering kali hanya bergantung pada pedoman umum, tanpa ada 

konsekuensi hukum yang jelas bagi koki. Hal ini bisa menjadi alasan 

mengapa praktik kebersihan di beberapa restoran masih belum optimal.  

Regulasi yang lebih ketat akan membantu mengingatkan koki dan 

manajemen restoran tentang tanggung jawab mereka terhadap konsumen. 

Dengan adanya ancaman sanksi pidana, koki akan lebih terdorong untuk 

mematuhi standar kebersihan dalam proses penyajian makanan. Studi 

tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan makanan 

menunjukkan bahwa banyak negara menerapkan konsep strict liability 

atau tanggung jawab mutlak. Konsep ini berarti bahwa seseorang dapat 

dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi meskipun tidak 

ada niat jahat.  

Dalam konteks keracunan makanan, strict liability akan mempermudah 

penerapan sanksi bagi koki atau restoran yang menyebabkan konsumen 

mengalami keracunan . Namun, penerapan strict liability membutuhkan 

regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi koki. Di 

samping itu, ada pandangan yang menyarankan bahwa 

pertanggungjawaban pidana koki juga harus mempertimbangkan konteks 

lingkungan kerja dan kondisi tempat kerja. Dalam beberapa kasus, 

kelalaian koki terjadi karena tekanan kerja yang tinggi atau fasilitas yang 

kurang memadai12. 

Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana koki sebaiknya 

mencakup analisis tentang faktor-faktor pendukung yang mungkin 

mempengaruhi tingkat kelalaian . Dengan begitu, pertanggungjawaban 

                                                
10 Firdaus, A. (2023). Pengaruh Pelatihan Kebersihan terhadap Kualitas Makanan di Industri Kuliner. Jakarta: Penerbit Erlangga 
11Yulianto, F. (2022). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Kasus Keracunan Makanan di Jepang. Jurnal Hukum Internasional, 

12(2), 145-160 
12Rahmawati, L., & Sutanto, B. (2021). Peran Edukasi Kebersihan dalam Meningkatkan Keamanan Makanan di Restoran. Jurnal Ilmu Gizi 

dan Pangan, 8(3), 234-248 



pidana tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga melibatkan aspek-

aspek eksternal yang relevan13. 

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa 

pertanggungjawaban pidana koki dalam kasus keracunan makanan 

memerlukan perbaikan regulasi yang jelas dan tegas. Regulasi yang lebih 

spesifik akan memberikan pedoman yang jelas tentang kapan dan 

bagaimana koki dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau 

kelalaian mereka. Dengan adanya peraturan ini, sistem hukum akan lebih 

mudah menegakkan keadilan dan melindungi konsumen dari risiko 

kesehatan yang disebabkan oleh kelalaian dalam industri kuliner. 

2. Peran dan Tanggung Jawab Koki dalam Menjaga Keamanan Makanan  

Koki memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan kebersihan 

makanan yang disajikan. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek 

mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian 

makanan kepada konsumen.  

Oleh karena itu, koki harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai 

praktik keamanan pangan yang baik. Di industri makanan, koki 

diharapkan dapat mengenali kualitas bahan baku yang aman dan bebas 

dari kontaminasi.  

Pemilihan bahan baku yang aman adalah langkah awal dalam menjaga 

keamanan makanan. Koki harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda 

bahan yang rusak atau terkontaminasi, seperti perubahan warna, tekstur, 

dan bau, agar dapat dihindari untuk digunakan dalam proses memasak. 

Selain itu, koki juga bertanggung jawab atas kebersihan alat masak yang 

digunakan14.  

Membersihkan peralatan dengan benar adalah hal mendasar dalam 

menjaga agar tidak terjadi perpindahan bakteri atau zat berbahaya antara 

satu bahan makanan dengan bahan lainnya. Kebersihan pribadi koki juga 

menjadi aspek penting dalam keamanan makanan. Menurut Rahmawati 

dan Sutanto (2021), koki diharapkan menjaga kebersihan diri, seperti 

mencuci tangan sebelum memasak, menggunakan sarung tangan, dan 

memakai masker saat memasak15.  

Hal ini dikarenakan tubuh manusia adalah salah satu sumber utama 

bakteri yang dapat menyebar ke makanan jika tidak dikelola dengan baik. 

Selain menjaga kebersihan diri, koki juga harus mematuhi prosedur 

penyimpanan makanan yang benar. Penyimpanan bahan makanan yang 

                                                
13Wibowo, H. (2021). Standar Kebersihan dan Keamanan Makanan di Restoran: Sebuah Kajian Praktik. Surabaya: Penerbit Nusantara  
14Purnama, Y. (2019). Panduan Praktik Keamanan Makanan untuk Industri Kuliner. Yogyakarta: Penerbit Andi 
15Rahmawati, L., & Sutanto, B. (2021). “Peran Edukasi Kebersihan dalam Meningkatkan Keamanan Makanan di Restoran.” Jurnal Ilmu 

Gizi dan Pangan, 8(3), 234-248 



tidak sesuai suhu atau metode yang direkomendasikan dapat 

menyebabkan bakteri tumbuh dengan cepat.  

Edukasi dan pelatihan terkait kebersihan makanan juga menjadi faktor 

penting dalam meningkatkan kesadaran koki akan perannya dalam 

menjaga keamanan makanan. Di beberapa negara maju, pelatihan tentang 

keamanan pangan adalah kewajiban bagi semua staf dapur, termasuk koki. 

Menurut Mulyani et al. (2020), pelatihan ini membekali koki dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah 

kontaminasi dan menjaga kebersihan dalam setiap proses memasak16.  

Di Indonesia, pelatihan kebersihan bagi koki sering kali terbatas pada 

restoran besar atau yang berstandar internasional. Banyak restoran kecil 

atau lokal yang tidak mewajibkan koki untuk mengikuti pelatihan 

semacam ini, sehingga koki mungkin tidak memiliki pemahaman yang 

cukup tentang pentingnya menjaga kebersihan.  

Firdaus (2023) menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, koki yang 

kurang teliti dalam memeriksa tanggal kedaluwarsa sering kali 

menyebabkan masalah kesehatan pada konsumen, yang sebenarnya bisa 

dicegah dengan pemantauan yang lebih ketat. Lingkungan kerja yang 

bersih dan terorganisir dapat membantu koki menjalankan tugasnya 

dengan lebih baik. Menurut Mulyadi et al. (2023), dapur yang dilengkapi 

dengan fasilitas sanitasi yang memadai, seperti wastafel yang bersih dan 

sabun cuci tangan yang tersedia, akan membantu koki menjaga kebersihan 

diri dan peralatan dengan lebih baik. Fasilitas yang memadai akan 

meminimalisir kelalaian yang bisa terjadi akibat keterbatasan sarana.  

Peran manajemen restoran dalam mendukung kebersihan dapur juga 

sangat penting. Koki mungkin memiliki tanggung jawab langsung atas 

keamanan makanan, namun manajemen restoran yang tidak menyediakan 

pelatihan atau fasilitas yang memadai akan membuat koki kesulitan 

menjaga standar kebersihan. Menurut penelitian Rahmawati (2022), 

manajemen yang aktif memberikan dukungan dapat meningkatkan 

kualitas keamanan makanan yang disajikan. Budaya kerja yang baik juga 

dapat membantu koki menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga 

keamanan makanan.  

Secara keseluruhan, peran dan tanggung jawab koki dalam menjaga 

keamanan makanan adalah aspek yang sangat penting dalam industri 

kuliner. Koki bukan hanya sekadar memasak, tetapi juga harus 

menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa setiap hidangan yang disajikan aman untuk dikonsumsi. 
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3. Peran Dinas Kesehatan dan Regulasi Hukum dalam Pengawasan  

Kasus Keracunan Makanan Dinas kesehatan memiliki peran sentral 

dalam mengawasi dan memastikan bahwa standar kebersihan makanan di 

restoran dan fasilitas pangan lainnya terpenuhi. Sebagai institusi yang 

berwenang, dinas kesehatan berfungsi sebagai pengawas utama untuk 

mencegah terjadinya kasus keracunan makanan di lingkungan publik.  

Menurut Wibowo (2021), pengawasan yang dilakukan oleh dinas 

kesehatan diharapkan mampu mendeteksi potensi risiko kebersihan yang 

dapat berdampak buruk bagi kesehatan konsumen. Pengawasan dinas 

kesehatan sering kali melibatkan inspeksi rutin pada fasilitas makanan 

untuk memastikan bahwa prosedur kebersihan dipatuhi.  

Firdaus (2023) mencatat bahwa melalui inspeksi rutin, dinas kesehatan 

dapat mengidentifikasi potensi masalah sebelum terjadi insiden keracunan 

makanan. Inspeksi ini mencakup pemeriksaan terhadap kondisi dapur, 

suhu penyimpanan bahan makanan, kebersihan peralatan, dan kebersihan 

pribadi koki dan staf lainnya. Selain inspeksi rutin, dinas kesehatan juga 

bertugas memberikan edukasi kepada pemilik restoran dan staf mengenai 

pentingnya menjaga kebersihan dalam setiap tahap persiapan makanan. 

Menurut Prasetyo (2020), edukasi ini penting untuk memastikan bahwa 

semua pihak memahami konsekuensi dari kelalaian dalam menjaga 

kebersihan makanan. Edukasi dapat membantu meningkatkan kesadaran 

akan pentingnya kebersihan di setiap tingkat operasional restoran. Dinas 

kesehatan juga memiliki tanggung jawab dalam merumuskan standar 

kebersihan yang harus dipatuhi oleh restoran. Di banyak negara, standar 

kebersihan ini dirumuskan berdasarkan penelitian yang telah terbukti 

efektif dalam mencegah kontaminasi makanan17. 

Rahmawati dan Sutanto (2021) menyatakan bahwa standar ini harus 

selalu diperbarui mengikuti perkembangan terbaru mengenai keamanan 

pangan, termasuk metode penanganan dan penyimpanan bahan makanan. 

Selain memberikan standar kebersihan, dinas kesehatan juga memiliki 

kewenangan untuk memberikan sanksi kepada restoran yang melanggar 

aturan kebersihan. Sanksi ini dapat berupa denda, peringatan, atau bahkan 

penutupan sementara atau permanen18.  

Di beberapa negara, regulasi hukum juga mencakup pemantauan 

berkala terhadap kondisi kesehatan koki dan staf dapur. Pemantauan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa koki dalam kondisi sehat dan tidak 

membawa penyakit menular yang dapat mengancam kesehatan konsumen. 

Rahmawati dan Sutanto (2021) mengemukakan bahwa pemantauan 
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kesehatan ini penting untuk mencegah penyebaran penyakit melalui 

makanan19. 

IV. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami tanggung 

jawab pidana koki dalam kasus keracunan makanan, serta peran dinas kesehatan 

dan regulasi hukum terkait. Penelitian kualitatif dipilih karena pendekatan ini 

mampu menggali informasi mendalam tentang fenomena sosial dan hukum yang 

kompleks, khususnya dalam konteks studi kasus yang membutuhkan eksplorasi 

mendalam20. 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih baik mengenai 

faktor-faktor yang memengaruhi tanggung jawab hukum koki dalam kasus 

keracunan makanan, dengan mempertimbangkan aspek regulasi, etika profesi, 

dan dampak terhadap konsumen. Studi kasus menjadi metode utama yang 

digunakan, dengan memilih kasus keracunan makanan di sebuah restoran cepat 

saji pada lima tahun terakhir.  

Pemilihan studi kasus ini didasarkan pada relevansi dan keunikannya dalam 

menggambarkan gap antara praktik yang terjadi dan peraturan yang ada, serta 

bagaimana kasus tersebut diproses dalam ranah hukum. Metode ini relevan untuk 

meneliti fenomena konkret yang terjadi di lapangan. Kasus yang dipilih 

diharapkan mampu memberikan ilustrasi yang mendalam terkait 

pertanggungjawaban pidana koki dalam kasus serupa.  

Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 

berbagai pihak yang relevan, termasuk koki, manajemen restoran, konsumen yang 

terkena dampak, dan pihak berwenang dari dinas kesehatan. Wawancara 

mendalam dipilih agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih 

komprehensif dari berbagai sudut pandang.  

Wawancara mendalam sangat efektif untuk menggali persepsi dan 

pengalaman pribadi partisipan, yang penting dalam memahami sudut pandang 

setiap pihak yang terlibat dalam kasus ini. Selain wawancara, data sekunder 

dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait, seperti regulasi yang berlaku, 

peraturan dinas kesehatan, dan putusan pengadilan atas kasus serupa. Dokumen-

dokumen ini menjadi landasan untuk meninjau aspek hukum yang mengatur 

pertanggungjawaban koki dalam keracunan makanan. Metode analisis dokumen 

ini membantu peneliti memahami konteks regulasi dan praktik hukum yang ada. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis tematik. 

Metode ini membantu dalam mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul 

dari data, seperti faktor kelalaian, tanggung jawab hukum, dan peran dinas 

kesehatan.  
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Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, 

yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Triangulasi menjadi 

penting untuk menghindari bias yang mungkin muncul dalam penelitian 

kualitatif (Miles et al., 2021). 

Misalnya, data yang diperoleh dari wawancara koki akan dibandingkan 

dengan data dari manajemen dan dinas kesehatan untuk memastikan konsistensi 

informasi. Langkah ini juga membantu dalam mengidentifikasi perbedaan 

pandangan dan interpretasi dari setiap pihak yang terlibat.  

Selanjutnya, uji kredibilitas dilakukan melalui proses member checking, yaitu 

dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan 

bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman atau pandangan informan. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar 

mewakili persepsi partisipan (Lincoln & Guba, 2020). Member checking ini akan 

dilakukan pada koki dan pihak manajemen restoran untuk memperoleh 

pemahaman yang akurat terkait peran dan tanggung jawab mereka dalam kasus 

tersebut. Selain itu, data juga diuji melalui uji transferabilitas untuk melihat 

apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada kasus serupa di konteks yang 

berbeda.  

Analisis hukum akan dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang 

berlaku, seperti Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan regulasi 

terkait keamanan pangan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan. Analisis ini akan 

memeriksa apakah regulasi yang ada sudah mencakup tanggung jawab koki 

dalam mencegah keracunan makanan atau perlu adanya reformasi regulasi. 

Analisis hukum ini penting untuk mengidentifikasi celah-celah dalam regulasi 

yang bisa menjadi dasar perbaikan21. 

Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk 

memahami secara mendalam bagaimana koki dapat bertanggung jawab secara 

pidana dalam kasus keracunan makanan. Dengan menggabungkan pendekatan 

studi kasus, wawancara, dan analisis dokumen, diharapkan penelitian ini mampu 

memberikan pandangan komprehensif mengenai isu pertanggungjawaban 

pidana koki dalam kasus keracunan makanan, serta implikasi hukumnya bagi 

industri makanan di Indonesia.  

Penelitian ini juga mengedepankan etika penelitian dengan menjaga 

kerahasiaan informan dan memastikan bahwa setiap partisipan memahami tujuan 

dan manfaat penelitian ini. Etika penelitian menjadi dasar dalam setiap proses 

pengumpulan data, sehingga partisipan merasa aman dan nyaman dalam 

memberikan informasi yang relevan (Flick, 2019).  
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V. Hasil dan Diskusi 

1. Pertanggungjawaban Pidana Koki dalam Kasus Keracunan Makanan  

Koki memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa 

makanan yang disajikan kepada konsumen aman dan layak dikonsumsi. 

Dalam dunia kuliner, tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada rasa dan 

penampilan makanan, tetapi juga meliputi aspek kebersihan dan keamanan.  

Pada kasus keracunan makanan yang terjadi di restoran cepat saji X, 

terdapat kelalaian dalam penanganan bahan makanan yang menyebabkan 

kontaminasi. Kontaminasi ini kemudian menimbulkan dampak serius bagi 

konsumen, yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi 

makanan dari restoran tersebut. Dari perspektif hukum pidana, 

pertanggungjawaban koki dapat dihubungkan dengan konsep kelalaian 

(negligence). Dalam hukum pidana, kelalaian adalah tindakan atau kealpaan 

yang tidak sesuai dengan standar kewaspadaan yang seharusnya dilakukan 

oleh seseorang dalam posisi tertentu22. 

Dalam kasus ini, kelalaian koki dinilai terjadi karena tidak memenuhi 

standar kebersihan yang diperlukan, sehingga menyebabkan keracunan 

makanan pada konsumen. Menurut Hidayat (2021), kelalaian dapat berujung 

pada sanksi pidana jika terbukti bahwa tindakan tersebut memiliki dampak 

yang merugikan orang lain. Namun, di Indonesia, regulasi terkait tanggung 

jawab pidana koki dalam kasus keracunan makanan belum diatur secara 

eksplisit.  

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 mengatur tentang 

pentingnya kebersihan dalam penyediaan makanan, tetapi tidak merinci peran 

atau sanksi khusus bagi koki yang lalai. Hal ini menciptakan celah hukum yang 

bisa saja membuat koki tidak selalu dijatuhi hukuman meskipun kelalaiannya 

berdampak pada kesehatan konsumen . Oleh karena itu, penting bagi 

pemerintah untuk mempertimbangkan perbaikan regulasi agar tanggung 

jawab koki lebih jelas. Di negara-negara maju, regulasi tentang tanggung jawab 

koki sudah lebih jelas23.  

Di Jepang, misalnya, seorang koki yang lalai dan menyebabkan 

keracunan makanan dapat dituntut secara pidana. Jepang menganggap koki 

memiliki kewajiban yang tinggi untuk menjaga keamanan makanan, dan 

setiap kelalaian dalam aspek ini dapat berujung pada sanksi.24 

Hal ini kontras dengan Indonesia, di mana sanksi terhadap koki dalam 

kasus keracunan makanan lebih sulit diterapkan karena kurangnya aturan 

yang spesifik. Analisis pribadi saya menunjukkan bahwa tanggung jawab koki 
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23Firdaus, A. (2023). Pengaruh Pelatihan Kebersihan terhadap Kualitas Makanan di Industri Kuliner. Jakarta: Penerbit Grasindo 
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seharusnya tidak hanya diukur dari perspektif profesional, tetapi juga dari sisi 

hukum. Peran koki dalam industri makanan tidak hanya sebagai penyaji 

makanan, tetapi juga sebagai penjaga keamanan makanan yang akan 

dikonsumsi oleh orang banyak.  

Dengan demikian, setiap tindakan atau kelalaian koki yang berdampak 

buruk pada kesehatan konsumen harus memiliki konsekuensi yang jelas, baik 

dari sisi etika maupun hukum. Dalam kasus restoran cepat saji X, koki 

dianggap lalai karena tidak menjalankan prosedur kebersihan dengan benar. 

Berdasarkan laporan pihak berwenang, koki tersebut mengabaikan beberapa 

langkah sanitasi penting, seperti mencuci tangan setelah menangani bahan 

mentah atau memastikan bahwa peralatan yang digunakan bersih. Langkah-

langkah ini, meski terlihat sederhana, sebenarnya memiliki dampak besar 

dalam mencegah kontaminasi silang yang bisa berakibat fatal. 

Menurut Prasetyo (2020), kelalaian dalam menjalankan prosedur 

kebersihan menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya keracunan 

makanan di berbagai restoran. Peran koki dalam menjaga kebersihan makanan 

juga bisa dilihat dari segi hukum pidana dengan mengacu pada konsep actus 

reus dan mens rea. Actus reus berarti tindakan fisik atau kelalaian yang 

menyebabkan kerugian, sementara mens rea adalah niat atau sikap mental 

pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks ini, meskipun 

mungkin koki tidak berniat menyebabkan keracunan makanan (mens rea), 

namun tindakan kelalaian (actus reus) yang dilakukannya tetap bisa dianggap 

sebagai pelanggaran hukum jika memiliki dampak serius pada kesehatan 

konsumen25. 

Berdasarkan analisis ini, dapat dilihat bahwa kelalaian koki dalam 

menjaga kebersihan makanan sebenarnya sudah memenuhi elemen actus reus, 

yang menjadi salah satu dasar dalam hukum pidana. Apabila dampak dari 

kelalaian ini berakibat serius bagi kesehatan konsumen, maka koki dapat 

dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, hal ini tetap membutuhkan regulasi 

yang lebih spesifik agar proses hukum terhadap koki dalam kasus keracunan 

makanan dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, tanggung jawab pidana 

koki dalam kasus keracunan makanan juga berkaitan dengan konsep “due 

diligence” atau kehati-hatian.  

Koki diharapkan melakukan “due diligence” dalam setiap langkah 

penyajian makanan untuk memastikan keamanan bagi konsumen. Di 

Indonesia, prinsip due diligence belum secara luas diterapkan dalam industri 

kuliner, sehingga sering kali koki dan restoran tidak memahami sepenuhnya 

implikasi hukum dari kelalaian yang mereka lakukan. 
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Oleh karena itu, prinsip ini perlu diperkenalkan agar koki memahami 

bahwa tindakan mereka berimplikasi pada aspek hukum. Peran due diligence 

dalam konteks hukum pidana adalah untuk memastikan bahwa setiap 

tindakan yang dilakukan telah memenuhi standar kewaspadaan yang layak. 

Jika seorang koki tidak melakukan due diligence dalam menjaga kebersihan 

dan keamanan makanan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian 

yang memiliki konsekuensi pidana.  

Misalnya, jika koki di restoran cepat saji X benar-benar tidak mengikuti 

prosedur kebersihan yang seharusnya, maka tindakan tersebut dapat 

dianggap sebagai bentuk kelalaian pidana. 

Analisis ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana koki 

dalam kasus keracunan makanan perlu mempertimbangkan berbagai faktor 

yang mempengaruhi kinerja koki. Tanggung jawab koki harus diukur 

berdasarkan tingkat kelalaian yang terjadi, serta kondisi lingkungan kerja yang 

mendukung atau tidak mendukung pelaksanaan tugasnya. Jika semua faktor 

ini dipertimbangkan, maka proses hukum terhadap koki dalam kasus 

keracunan makanan dapat diterapkan secara adil dan proporsional.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana 

koki dalam kasus keracunan makanan adalah sesuatu yang kompleks dan 

membutuhkan peraturan hukum yang lebih rinci. Regulasi di Indonesia perlu 

diperbarui agar tanggung jawab koki dan pihak terkait lainnya, seperti 

manajemen restoran, dapat diatur secara jelas dan adil. Jika regulasi ini 

diterapkan, maka koki akan lebih memahami konsekuensi dari setiap tindakan 

atau kelalaian yang mereka lakukan, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. 

2. Faktor Penyebab Kelalaian Koki dalam Menjaga Keamanan dan 

Kebersihan Makanan 

Faktor kelalaian koki dalam menjaga keamanan dan kebersihan makanan 

adalah isu penting yang sering kali menjadi penyebab utama keracunan 

makanan pada konsumen. Pada dasarnya, koki memiliki tanggung jawab 

langsung untuk memastikan bahwa seluruh proses penyajian makanan 

dilakukan secara higienis. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor 

yang menyebabkan kelalaian tersebut. Pada kasus di restoran cepat saji X, koki 

tidak melakukan beberapa prosedur kebersihan yang diperlukan, yang 

kemudian mengakibatkan keracunan makanan pada sejumlah konsumen. Hal 

ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu yang mungkin 

mempengaruhi kinerja dan ketelitian koki dalam menjaga kebersihan 

makanan26.  
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Salah satu faktor utama yang sering kali mempengaruhi kelalaian koki 

adalah kurangnya pelatihan mengenai standar kebersihan dan keamanan 

makanan. Berdasarkan penelitian, banyak restoran yang tidak memberikan 

pelatihan kebersihan kepada staf mereka, khususnya koki, dengan alasan 

efisiensi biaya. 

Padahal, pelatihan kebersihan sangat penting untuk memastikan setiap 

koki memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah 

kontaminasi makanan. Tanpa pelatihan yang memadai, koki mungkin tidak 

menyadari pentingnya menjaga kebersihan atau bahkan tidak tahu bagaimana 

melakukannya dengan benar. Faktor lain yang menyebabkan kelalaian koki 

adalah kurangnya pengawasan dari manajemen restoran. 

Dalam kasus restoran cepat saji X, pengawasan terhadap praktik 

kebersihan di dapur ternyata minim. Menurut Rahmawati (2021), pengawasan 

dari pihak manajemen sangat penting untuk memastikan bahwa standar 

kebersihan selalu diterapkan dalam operasional dapur. Tanpa pengawasan 

yang ketat, koki mungkin merasa kurang terdorong untuk mengikuti prosedur 

kebersihan secara konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan risiko 

terjadinya kontaminasi makanan.  

Analisis pribadi saya menunjukkan bahwa tanggung jawab manajemen 

dalam hal ini sangat besar. Jika manajemen restoran tidak menyediakan sistem 

pengawasan yang baik, koki akan kesulitan untuk menjaga kebersihan sesuai 

standar yang diharapkan. Pengawasan yang konsisten membantu koki 

mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan mencegah kelalaian yang 

bisa berdampak pada kesehatan konsumen. 

Oleh karena itu, peran manajemen dalam memantau kinerja koki sangat 

penting untuk menjaga keamanan makanan yang disajikan. Selain pelatihan 

dan pengawasan, kondisi lingkungan kerja juga mempengaruhi kelalaian koki. 

Di beberapa restoran, terutama yang beroperasi di sektor cepat saji, kondisi 

dapur sering kali padat dan sibuk. Tekanan kerja yang tinggi ini membuat koki 

harus bekerja dengan cepat, dan dalam beberapa kasus, prosedur kebersihan 

mungkin terabaikan. 

Dalam kasus restoran X, koki menghadapi tekanan untuk menyelesaikan 

pesanan dalam waktu singkat, sehingga beberapa langkah kebersihan 

diabaikan. Tekanan ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa kelalaian 

sering terjadi dalam operasional dapur yang padat.  

Tekanan kerja yang tinggi dalam dapur juga berkaitan dengan waktu 

yang tersedia untuk membersihkan peralatan dan menjaga kebersihan area 

kerja. Koki yang harus bekerja dengan cepat sering kali tidak memiliki waktu 

yang cukup untuk membersihkan peralatan setelah digunakan atau 

membersihkan tangan dengan benar setelah menangani bahan mentah.  



Kondisi ini meningkatkan risiko kontaminasi silang antara bahan 

makanan mentah dan makanan yang sudah jadi, yang dapat menyebabkan 

keracunan makanan . Dalam situasi seperti ini, pengaturan jadwal kerja yang 

lebih terstruktur sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa koki memiliki 

waktu yang cukup untuk menjaga kebersihan. Selain itu, ketersediaan fasilitas 

kebersihan yang memadai juga menjadi faktor penting27. 

Beberapa restoran, terutama yang memiliki anggaran terbatas, mungkin 

tidak menyediakan peralatan kebersihan yang cukup untuk koki. Misalnya, 

kurangnya wastafel yang dilengkapi sabun dan air mengalir dapat menjadi 

hambatan bagi koki untuk mencuci tangan dengan benar sebelum atau setelah 

menangani makanan. Dalam kasus restoran X, fasilitas kebersihan yang minim 

juga menjadi salah satu penyebab kelalaian koki dalam menjaga standar 

kebersihan. 

Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk membantu 

koki dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Faktor lain yang juga 

berpengaruh adalah budaya kerja yang diterapkan di dapur. Di beberapa 

restoran, terutama yang berorientasi pada volume produksi yang tinggi, 

budaya kerja cepat sering kali mengabaikan pentingnya kebersihan dalam 

proses penyajian makanan. Dalam budaya kerja yang menekankan kecepatan, 

koki mungkin merasa terdorong untuk mengabaikan beberapa langkah 

kebersihan demi memenuhi permintaan yang tinggi.  

Hal ini bisa menjadi penyebab utama kelalaian koki dalam menjaga 

keamanan makanan . Oleh karena itu, penting bagi manajemen restoran untuk 

membentuk budaya kerja yang seimbang antara kecepatan dan keamanan. 

Koki juga perlu memahami bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya 

sebatas memasak, tetapi juga meliputi semua langkah yang diperlukan untuk 

menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Dalam kasus restoran X, koki 

yang bertugas memiliki pengalaman yang terbatas, sehingga tingkat kelalaian 

dalam menjaga kebersihan lebih tinggi. 

Secara keseluruhan, faktor penyebab kelalaian koki dalam menjaga 

kebersihan dan keamanan makanan adalah kombinasi dari berbagai aspek, 

baik internal maupun eksternal. Pelatihan, pengawasan, tekanan kerja, fasilitas 

kebersihan, budaya kerja, regulasi, motivasi, dan pengalaman semuanya 

memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana koki dapat 

menjaga kebersihan makanan yang mereka sajikan. Analisis ini menunjukkan 

bahwa peran manajemen dan regulasi sangat penting untuk memastikan 

bahwa koki memiliki dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. 

3. Peran Dinas Kesehatan dan Regulasi Hukum dalam Pengawasan  

                                                
27Prasetyo, R. (2020). Manajemen Higiene dan Sanitasi di Industri Restoran. Bandung: Penerbit Grasindo 



Kasus Keracunan Makanan Pengawasan dari dinas kesehatan dan penerapan 

regulasi hukum yang jelas sangat penting dalam memastikan keamanan makanan 

di industri kuliner. Dinas kesehatan berperan untuk memantau kepatuhan 

terhadap standar keamanan dan kebersihan di setiap restoran, termasuk restoran 

cepat saji seperti restoran X. Dalam kasus keracunan makanan yang terjadi di 

restoran X, pengawasan dari dinas kesehatan ditemukan kurang efektif dalam 

mencegah kelalaian koki dan memastikan bahwa semua prosedur kebersihan 

dipatuhi dengan baik28. 

Hal ini menyoroti bahwa pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang lebih 

spesifik sangat dibutuhkan. Regulasi terkait kebersihan makanan di Indonesia 

masih tergolong umum dan belum cukup detail untuk mengatur tanggung jawab 

setiap pihak yang terlibat dalam proses penyajian makanan, terutama koki. 

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 memang mengatur standar 

kebersihan dalam penyediaan makanan, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan 

tanggung jawab pidana koki dalam kasus keracunan makanan. 

Hal ini menciptakan celah dalam regulasi, yang membuat restoran mungkin 

tidak merasa wajib untuk memenuhi standar kebersihan yang ketat. Di negara-

negara maju, regulasi mengenai keamanan makanan sudah lebih jelas dan rinci, 

bahkan melibatkan pelatihan wajib bagi koki dan staf dapur lainnya. Jepang, 

misalnya, menerapkan standar yang ketat dalam kebersihan makanan di seluruh 

restoran.  

Di Jepang, dinas kesehatan memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi 

berkala dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran kebersihan . 

Regulasi yang ketat ini dapat menurunkan tingkat keracunan makanan karena 

setiap restoran berusaha untuk mematuhi aturan agar terhindar dari sanksi. Selain 

itu, regulasi di Jepang juga mewajibkan koki dan staf dapur untuk menjalani 

pelatihan kebersihan secara berkala. 

Hal ini kontras dengan Indonesia, di mana pelatihan kebersihan untuk koki 

lebih sering menjadi kebijakan internal masing-masing restoran, dan bukan bagian 

dari regulasi yang diwajibkan. Akibatnya, koki di Indonesia mungkin tidak 

memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya menjaga kebersihan untuk 

mencegah kontaminasi makanan (Rahmawati, 2022). Dengan regulasi pelatihan 

yang diwajibkan oleh pemerintah, risiko kelalaian dalam menjaga kebersihan 

makanan bisa berkurang.  

Analisis pribadi menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dari dinas 

kesehatan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih higienis dan 

aman bagi konsumen. Dengan adanya regulasi yang jelas, restoran akan terdorong 

untuk memperbaiki standar kebersihan mereka. Pengawasan yang konsisten juga 

akan memberikan efek jera bagi restoran yang lalai dalam menjaga kebersihan, 
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sehingga menurunkan potensi kelalaian yang menyebabkan keracunan makanan. 

Selain pengawasan, peran dinas kesehatan juga meliputi edukasi dan sosialisasi 

mengenai pentingnya kebersihan makanan kepada pihak-pihak yang terlibat 

dalam industri kuliner.  

Dalam kasus restoran cepat saji X, edukasi mengenai prosedur kebersihan 

tampaknya belum dilakukan secara maksimal, baik oleh pihak restoran maupun 

dinas kesehatan . Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran koki dan 

manajemen restoran mengenai risiko keracunan makanan dan tanggung jawab 

hukum yang melekat pada tindakan mereka. Lebih lanjut, regulasi hukum juga 

sebaiknya mencakup mekanisme pemberian sanksi bagi restoran yang tidak 

mematuhi standar kebersihan. Sanksi ini bisa berupa denda atau bahkan 

pencabutan izin operasional jika terjadi kasus keracunan makanan yang 

disebabkan oleh kelalaian dalam menjalankan prosedur kebersihan29.  

Pemberian sanksi yang tegas akan memberikan peringatan kepada restoran 

lain untuk lebih mematuhi regulasi dan menjaga keamanan makanan yang 

mereka sajikan . Dalam kasus restoran cepat saji X, sanksi yang diberikan kurang 

memadai, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Regulasi yang jelas dan sanksi 

yang tegas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan restoran 

terhadap standar kebersihan makanan. Hal ini akan melindungi konsumen dari 

risiko keracunan makanan dan menciptakan lingkungan industri kuliner yang 

lebih aman. 

Jika regulasi ini diterapkan secara konsisten, maka kualitas makanan yang 

disajikan di restoran akan meningkat, dan risiko keracunan makanan dapat 

ditekan seminimal mungkin. Selain regulasi nasional, peran pemerintah daerah 

dalam pengawasan restoran juga perlu diperhatikan. Pemerintah daerah memiliki 

kewenangan untuk melakukan inspeksi kesehatan pada setiap restoran di wilayah 

mereka. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah daerah yang lebih aktif, 

setiap restoran diharapkan dapat menjaga kebersihan makanan sesuai standar.  

Di beberapa negara, pemerintah daerah secara rutin melakukan inspeksi dan 

memberikan sertifikasi kebersihan sebagai bentuk pengakuan terhadap restoran 

yang patuh terhadap standar . Sertifikasi ini bisa menjadi cara yang efektif untuk 

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab restoran. Pentingnya peran regulasi 

dalam mendorong kebersihan makanan juga terlihat dari perbedaan antara 

restoran yang mengikuti standar internasional dan yang tidak. Restoran yang 

sudah memiliki sertifikasi kebersihan internasional cenderung lebih ketat dalam 

menjaga kebersihan, karena mereka harus mematuhi standar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan restoran lokal. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang 

ketat dan sertifikasi dapat mendorong restoran untuk menjaga kebersihan dengan 

lebih baik. 
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Salah satu rekomendasi untuk dinas kesehatan adalah meningkatkan frekuensi 

inspeksi dan melibatkan pihak eksternal dalam proses inspeksi. Inspeksi berkala 

yang dilakukan secara mandiri oleh dinas kesehatan mungkin tidak cukup untuk 

memastikan bahwa semua restoran mematuhi standar kebersihan. Melibatkan 

pihak eksternal, seperti lembaga sertifikasi atau auditor independen, dapat 

meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam proses inspeksi.  

Pendekatan ini telah diterapkan di beberapa negara untuk memastikan bahwa 

inspeksi berjalan dengan baik dan tidak ada restoran yang luput dari pengawasan. 

Selain inspeksi, dinas kesehatan juga bisa menerapkan sistem peringatan publik. 

Sertifikat kebersihan ini bisa menjadi indikator bagi konsumen bahwa restoran 

telah melalui inspeksi dan memenuhi standar kebersihan. Selain itu, regulasi ini 

juga mendorong restoran untuk meningkatkan kebersihan mereka agar dapat 

memperoleh sertifikat yang diakui . Sebagai penutup, peran dinas kesehatan dan 

regulasi hukum dalam pengawasan kasus keracunan makanan tidak bisa 

dianggap remeh. Pengawasan yang lebih ketat, regulasi yang jelas, sanksi yang 

tegas, dan edukasi tentang kebersihan makanan merupakan elemen-elemen 

penting dalam menciptakan industri makanan yang lebih aman. Jika semua 

elemen ini berjalan dengan baik, diharapkan kasus keracunan makanan seperti 

yang terjadi di restoran cepat saji X dapat dihindari atau setidaknya 

diminimalkan30. 

 

VI. Kesimpulan  

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana koki 

terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan masih memerlukan 

perhatian khusus, terutama dalam konteks hukum Indonesia. Berdasarkan studi 

kasus restoran cepat saji X, ditemukan bahwa koki memiliki tanggung jawab besar 

dalam menjaga kebersihan dan keamanan makanan yang disajikan.  

Namun, tanggung jawab ini sering kali diabaikan akibat kurangnya pelatihan, 

tekanan kerja yang tinggi, serta minimnya pengawasan dari manajemen dan dinas 

kesehatan. Faktor-faktor penyebab kelalaian koki, seperti kurangnya pelatihan 

standar kebersihan, minimnya fasilitas kebersihan, dan tekanan dari lingkungan 

kerja, menunjukkan bahwa kelalaian ini adalah hasil dari kombinasi berbagai 

faktor.  

Oleh karena itu, tanggung jawab pidana koki dalam kasus keracunan makanan 

sebaiknya dipertimbangkan bersama dengan peran manajemen dan kondisi 

lingkungan kerja yang disediakan. Peran dinas kesehatan dan regulasi hukum 

menjadi sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung 

dan memastikan kepatuhan terhadap standar kebersihan.  

                                                
30Yulianto, F. (2022). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Kasus Keracunan Makanan di Jepang. Jurnal Hukum Internasional, 

12(2), 145-160 



Pengawasan yang ketat, edukasi tentang pentingnya kebersihan, serta sanksi 

yang tegas bagi pelanggar adalah langkah-langkah yang dapat mencegah 

kelalaian dalam menjaga keamanan makanan. Regulasi yang lebih spesifik 

mengenai pertanggungjawaban koki dalam kasus keracunan makanan juga 

diperlukan agar setiap pelaku industri makanan memahami konsekuensi hukum 

dari tindakan atau kelalaian mereka.  

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban 

pidana koki dalam kasus keracunan makanan memerlukan dukungan dari 

regulasi yang lebih tegas dan sistem pengawasan yang efektif. Dengan adanya 

peraturan yang lebih jelas dan pengawasan yang konsisten, diharapkan keamanan 

makanan di industri kuliner dapat terjaga, sehingga perlindungan terhadap 

konsumen dapat ditingkatkan. 
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